
 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 1948 
 

PEGAWAI. PENYESUAIAN (Inpassing). 
Peraturan tentang penyesuaian 
pegawai dalam P.G.P. 

 
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang: 
Perlu mengadakan peraturan penyesuaian (inpassing) berhubung 
dengan berlakunya Peraturan Gaji Pegawai 1948; 
 
Mengingat: 
Keputusan sidang Dewan Menteri tanggal 3 September 1948, keputusan 
sidang Dewan Sekretaris Jenderal Kementerian tanggal 8 September 
1948 dan Sidang Dewan Menteri tanggal 10 September 1948; 
 
Mengingat pula:  
a) Pasal 26 Peraturan Gaji Pegawai Negeri 1948, seperti 

ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1948; 
 
b) Pasal 4 Undang-Undang Dasar; 
 
 Memutuskan: 
 
Menetapkan: 
"PERATURAN PENYESUAIAN (INPASSING)" sebagai berikut: 
 
 Jabatan. 
 Pasal 1. 
 
(1) Penyesuaian (inpassing) jabatan baru didasarkan pada jabatan 

(betrekking) pada tanggal 30 April 1948, yang dipangku 
sebenarnya menurut ketetapan resmi. 

(2) Bagi pegawai, yang belum mendapat jabatan yang tertentu, 
penyesuaian jabatan baru dilakukan menurut daftar terlampir. 

 
 Masa kerja. 
 Pasal 2. 
 
(1) Masa kerja yang diberikan kepada seorang pegawai, ialah 

jumlah daripada masa kerja sebenarnya yang telah 
diperhitungkan menurut pasal 10 P.G.P. 1948, ditambah dengan 
masa pengalaman bekerja, yang ditentukan menurut pasal 3 
"Peraturan penghargaan pengalaman bekerja". 

(2) Jika derajat pengalaman bekerja ini belum dapat ditentukan 
dengan pasti, maka pengalaman itu untuk sementara waktu 
dihitung sepertiganya. 

 
 Gaji pokok. 
 Pasal 3. 
 
(1) Pangkal perhitungan gaji pokok ialah ijazah sekolah pegawai 

yang berkepentingan pada waktu ia mulai bekerja. 



(2) Apabila seorang pegawai masih masuk dalam golongan gaji yang 
sesuai dengan ijazah sekolahnya, maka gaji pokok baru adalah 
angka gaji dalam golongan/ruang gaji tersebut, atas dasar 
masa kerja yang diperolehnya menurut pasal 2. 

(3) Jika jabatan baru yang dipangkunya termasuk dalam 
golongan/gaji yang lebih tinggi dari golongan gaji menurut 
ayat (2), maka gaji pokok baru adalah angka gaji dalam 
golongan/ruang gaji baru, yang segaris (horizontaal) dengan 
masa kerja menurut ayat (2). Dalam hal ini dipergunakan 
lampiran B dari P.G.P. 1948. 

(4) Gaji pokok baru tidak boleh kurang dari gaji pokok menurut 
masa kerja yang sebenarnya dalam jabatan yang dipangku 
termaksud dalam pasal 1. Ketentuan ini tidak berlaku bagi 
mereka, yang mempunyai gaji pokok lama yang kurang dari gaji 
permulaan baru dalam jabatannya. 

(5) Masa kerja yang kelebihan untuk menetapkan gaji pokok 
dihitung serta untuk kenaikan gaji berikutnya. 

 
 Gaji tambahan peralihan 
 Pasal 4. 
 
 Apabila gaji pokok (dan gaji tambahan) pada tanggal 30 April 
1948 lebih banyak daripada gaji pokok baru, kepada pegawai yang 
berkepentingan diberikan "gaji tambahan peralihan" sekian 
banyaknya, sehingga "Gaji pokok" baru ditambah dengan "gaji 
tambahan peralihan" tidak kurang dari gaji lama. 
 
 Perubahan gaji karena pengalaman 
 Pasal 5. 
 
 Jika penghargaan pengalaman bekerja menurut pasal 2 
dikemudian hari ternyata : 
a. terlampaui tinggi, maka gaji pegawai yang berkepentingan 

harus diatur kembali mulai bulan sesudah hal itu dinyatakan; 
b. kurang dari semestinya, maka gaji pegawai yang berkepentingan 

harus diatur kembali, dihitung dari tanggal 1 Mei 1948. 
 
 Lain-lain. 
 Pasal 6. 
 
 Hal-hal yang menyimpang dari atau belum diatur dalam 
peraturan ini, ditetapkan dengan persetujuan Kepala Kantor Urusan 
Pegawai Negeri. 
 
      Ditetapkan di Yogyakarta 
      pada tanggal 16 September 1948. 
  Diumumkan   PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
pada tanggal 16 September 1948.  SOEKARNO. 
 
Wakil Sekretaris Negara,   Perdana Menteri, 
 RATMOKO.     MOHAMMAD HATTA. 
 
 PENJELASAN 
 PERATURAN PEMERINTAH No. 23 TAHUN 1948 



 
PENJELASAN PERATURAN PENYESUAIAN (INPASSING). 
 
 Pada dasarnya penyesuaian jabatan harus dilaraskan dengan 
jenis jabatan atau pekerjaan pegawai sebenarnya, sehingga tingkat 
pangkat menurut peraturan gaji lama tidak menjadi faktor untuk 
menentukan jabatan baru. 
 Oleh karena jenis jabatan atau tugas pegawai menurut 
peraturan gaji lama umumnya tidak jelas, maka untuk melaksanakan 
penyesuaian dalam jabatan baru, sesuai dengan jabatan atau 
pekerjaan pegawai sebenarnya, akan memerlukan penyelidikan dan 
pertimbangan yang cermat sekali, hal mana akan memerlukan waktu 
yang tidak pendek. Bagi beberapa pemangku jabatan yang dengan 
resmi sudah tegas jenis dan/atau tugasnya, misalnya pegawai-
pegawai Kepolisian, Pamong Praja, dan lain-lain hal ini tidak 
begitu sukar. 
 Berhubung dengan alasan-alsan diatas, maka penyesuaian 
kedudukan jabatan yang dengan resmi sudah tegas jenis dan/atau 
tugasnya, dapat diselenggarakan dengan tidak usah memandang 
tingkat/pangkat pegawai menurut peraturan gaji lama. 
 Adapun penyesuaian jabatan-jabatan baru bagi pegawai-pegawai 
lainnya, perlu diadakan dalam dua tingkatan (phasen). Pada 
tingkatan pertama, perlu dicegah nafsu untuk menetapkan jabatan 
pegawai jauh lebih tinggi daripada mestinya, hal mana dapat 
menimbulkan perasaan kecewa dikalangan pegawai-pegawai lainnya. 
 Oleh karena itu, penyesuaian inpassing pegawai-pegawai 
tersebut perlu diadakan dengan terbatas pada tingkatan pertama, 
yaitu dengan memperhatikan tingkat-tingkat pangkat lama. Dalam 
tingkatan kedua dikemudian hari, jikalau sudah diadakan 
penyelidikan dan pertimbangan yang saksama, jabatannya dapat 
dilaraskan dengan kedudukan, kecakapan dan formasi. 
 
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 
 
Pasal 1. 
 Bagi pemangku jabatan, yang sudah tegas jenis dan/atau 
tugasnya, penetapan jabatan baru didasarkan pada jabatan resmi 
pada tanggal 30 April 1948. Bagi pegawai-pegawai lain penetapan 
itu didasarkan pada tingkat, pangkat resmi pada tanggal tersebut 
menurut daftar terlampir. 
 
Pasal 2. 
 Ayat (1) tak perlu penjelesan. 
 Maksud ayat (2) ialah untuk mempercepat penyelenggaraan 
inpassing dalam hal nilai pengalaman bekerja belum dapat 
ditentukan dengan pasti. 
 
Pasal 3. 
 Kalau jabatan baru sesuai dengan ijazah sekolah, gaji pokok 
dihitung menurut masa kerja yang diperoleh menurut pasal 2. Jika 
jabatan baru termasuk golongan gaji yang lebih tinggi daripada 
golongan gaji menurut ijazah sekolahnya, maka perhitungan gaji 
pokok dilakukan horizontal atas dasar masa kerja dari golongan 
gaji menurut ijazah ke golongan/ruang gaji menurut ijazah ke 



golongan/ruang gaji menurut jabatan baru. 
 
Pasal 4 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 5. 
 Menurut ketentuan dalam huruf a, perubahan gaji tidak boleh 
berlaku mundur, sehingga kelebihan penghasilan yang terbayarkan, 
tidak dipungut kembali. Ketentuan dalam huruf b memungkinkan 
perubahan gaji berlaku mundur sehingga kekurangan gaji/penghasilan 
sejak tanggal 1 Mei 1948 harus dibayarkan kepada pegawai. 
 
Pasal 6 
 Cukup jelas. 


